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ABSTRAK 

 

Anak merupakan potensi dari penerus cita-cita bangsa yang senantiasa memiliki 

peran strategis. Untuk itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang. Pandemi COVID-19 memberikan ancaman 

tersendiri terhadap anak, salah satunya pada hak hidup dan hak sehat. Untuk itu 

diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak agar anak dapat sejahtera. Secara 

khusus anak diwilayah data yang penulis ambil sebagai sampel yaitu Kecamatan 

Kramat Jati, Jakarta Timur. Penelitian ini diangkat untuk dapat menjawab pokok 

masalah 1) Bagaimana upaya kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang tua, 

masyarakat dan negara dalam upaya perlindungan kesehatan anak dari bahaya 

COVID-19? 2) Apakah upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang 

sudah diamanatkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 

didukung data primer, bersifat deskriptif dianalisis secara kualitatif dan ditarik 

kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pandemi COVID-

19 memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak pada sektor 

kesehatan. Orang tua di Kecamatan Kramat Jati sebagiannya belum bisa 

melaksanakan amanat tanggung jawab kesejahteraan anak serta peran masyarakat 

juga belum bisa dikatakan sesuai dalam kesejahteraan anak khususnya dalam 

bidang kesehatan, demikian pula kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak 

sehat anak semasa Pandemi COVID-19 yang tidak sampai pada lapisan masyarakat. 

 

Kata Kunci:  Hukum Kesejahteraan Anak, Kesehatan Anak Semasa Pandemi 

COVID-19.
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A. LATAR BELAKANG 

Anak merupakan potensi dari penerus cita-cita suatu bangsa yang senantiasa 

memiliki peran yang strategis. Untuk mampu memikul tanggung jawab tersebut 

maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perhatian 

yang khusus tersebut tidak terlepas dari kemampuan anak yang belum dapat 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri berdasarkan tingkat kematangan sosial, 

kematangan pribadi, dan kematangan mental dari seorang anak itu sendiri, untuk 

itu diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan 

kesejahteraan anak. Menurut Pasal 1 Angka 1 Huruf a Undang-Undang No.4 tahun 

1979, Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara 

rohani, jasmani maupun sosial1, sedangkan yang dimaksudkan dengan anak itu 

sendiri adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 

belum pernah kawin.2 

Pandemi COVID-19 memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan 

Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan, 

seperti contohnya pelayanan imunisasi pada anak. Berdasarkan dari data nasional 

per-29 Desember 2020, tercatat sebanyak 82.710 anak terpapar COVID-19. Dari 

data tersebut, tercatat juga 568 orang anak meninggal akibat virus corona di 

Indonesia, sehingga presentase jumlah angka kematian akibat COVID-19 pada 

anak-anak yakni sebanyak 2,6 persen dari pasien dewasa yang meninggal.3 

Kerentanan terhadap kesehatan anak disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain 

penurunan kualitas hidup keluarga yang disebabkan depresiasi ekonomi sehingga 

asupan gizi anak yang menjadi kurang perhatian, perbedaan karakteristik secara 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Angka 1 Huruf a 
2 Ibid, Pasal 1 Angka 2. 
3 Tim PRMN 03,“82.000 Anak di Indonesia Positif Covid-19, KPAI : ini sangat tinggi” (On-

line), tersedia di: https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011415765/82000-anak-di-

indonesia-positif-covid-19-kpai-ini-sangat-tinggi (6 Maret 2021). 

https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011415765/82000-anak-di-indonesia-positif-covid-19-kpai-ini-sangat-tinggi
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011415765/82000-anak-di-indonesia-positif-covid-19-kpai-ini-sangat-tinggi
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fisiologis, dan psikis anak yang berada di dalam tekanan karena tidak dapat 

bersosialisasi dengan teman sejawatnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam tulisan ini penulis tertarik 

untuk mengadakan studi atau penelitian dengan pokok permasalahan bagaimana 

upaya kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan negara 

dalam upaya perlindungan kesehatan anak dari bahaya COVID-19 dan apakah 

upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-

Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 

 

B.  METODE PENELITIAN  

Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah gambaran upaya-

upaya kesejahteraan anak dalam lingkup kesehatan yang dilakukan oleh orang tua, 

masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan kesehatan anak dari bahaya 

Pandemi COVID-19 sekaligus kesesuaiannya terhadap peraturan dalam bidang 

Hukum Kesejahteraan Anak yaitu Undang-Undang No.4 tahun 1979. 

Penelitian tentang “Perlindungan Kesehatan Anak Dari Bahaya COVID-19 

Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak” merupakan suatu penelitian hukum 

normatif terhadap asas-asas hukum kesejahteraan anak yang bersumber pada bahan 

hukum primer yang terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesiaa Tahun 1945 

b. Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

c. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial 

d. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

e. Peraturan Presiden No.72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan 

Nasional 

f. Peraturan Menteri Kesehatan No.25 tahun 2014 tentang Upaya 

Kesehatan Anak 

Dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka atau literature 

dimana data ini mencakup dokumen-dokumen resmi dan buku-buku terkait jaminan 

kesehatan dan kesejahteraan anak, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 
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terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar, serta di dukung oleh data primer 

yang dilakukan melalui pengisian kuesioner secara daring dengan pihak keluarga 

dan masyarakat sekaligus wawancara dengan dokter anak dan perwakilan lembaga 

sosial yang berkiprah menangani, melindungi anak dari segala permasalahan yang 

menimpa mereka dengan purposive random sampling dan dianalisis secara 

kualitatif. Analisis Data dengan cara kualitatif yaitu pendekatan dengan 

menghasilkan data deskriptif dari apa yang ditanyakan oleh responden secara 

tulisan ataupun lisan.4 Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu 

menarik kesimpulan dari hasil penelitian penulis melalui pertanyaan-pertanyaan 

yang bersifat umum dari Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-

Undang terkait, ke hasil data yang diperoleh secara khusus pada keluarga dan 

masyarakat yang berada di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada rencana awal penulis berencana untuk melakukan wawancara 

dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementrian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Direktorat Kesehatan 

Keluarga Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia. Alasannya karena menurut penulis kedua Kementrian ini memiliki 

andil dalam membuat kebijakan untuk kesejahteraan anak dalam 

perlindungan kesehatan anak dari bahaya Pandemi COVID-19 dan dapat 

menjadi representatif dari negara itu sendiri. Namun, dikarenakan faktor 

kondisi yaitu lamanya proses konfirmasi untuk melaksanakan wawancara 

dengan pihak terkait sekaligus kembali diberlakukannya PPKM sehingga 

mengakibatkan kesulitan dalam mobilisasi penulis. Oleh karenanya untuk 

memperoleh konfirmasi dari negara atau pemerintah dilakukan penelusuran 

artikel terkait objek penelitian diberbagai media secara online. 

                                                           
4 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2012), h.51. 
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Wawancara yang dilakukan oleh penulis dilakukan kepada Dokter 

Spesialis Anak karena menurut penulis Dokter Spesialis Anak memiliki 

pengetahuan khusus pada kebutuhan dan kesehatan anak. Dokter Spesialis 

Anak ini sangat berkompeten dalam memberikan pendapat dan penjelasan 

terkait upaya-upaya kesejahteraan anak dalam perlindungan kesehatan anak 

dari bahaya Pandemi COVID-19 diseluruh Indonesia khususnya di Jakarta 

Timur Kecamatan Kampung Rambutan dimana penulis mengambil data dan 

menjadi objek penelitian. Penulis juga melakukan wawancara kepada 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) selaku organisasi pegiat 

perlindungangan anak yang kelembagaannya sudah terdaftar pada 

Kementrian Hukum dan HAM seta kepengurusannya telah diresmikan oleh 

Surat Keputusan Kementerian Sosial. Adapun alasannya karena menurut 

penulis LPAI secara konsisten aktif memperjuangan dan memajukan hak-hak 

anak di Indonesia sejak tahun 1997. LPAI juga sering mengkritisi aturan-

aturan yang yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pemenuhan 

kebutuhan hak-hak anak bahkan disaat Pandemi COVID-19 ini yang 

dianggap bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang 

sudah ada, yang dianggap bertentangan dengan khalayak ramai dan kebijak-

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat/ daerah yang dianggap 

tidak sesuai dengan kebutuhan kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh 

masyarakat dan anak Indonesia.  

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

Penulis membagikan kuesioner secara online dengan memberikan 

pertanyaan melalui Google Form yang dimana membutuhkan jumlah 

koresponden yang banyak dengan proses pengumpulan yang lebih cepat. 

Kuesioner akan diisi oleh responden yaitu orang tua/keluarga dan 

masyarakat.  
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b. Wawancara 

Penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk 

mengetahui pendapat terkait perlindungan kesehatan anak semasa 

Pandemi COVID-19 dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan 

oleh masyarakat dan pemerintah secara kolektif untuk memitigasi 

penularan dan penyembuhan virus COVID-19 pada anak. Dikarenakan 

adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) di Jakarta yang tidak bisanya dilakukan wawancara secara 

Luring maka penulis melakukan wawancara melalui Daring. 

 

3. Data Kuesioner Masyaraakat dan Orang Tua Yang Memiliki Anak 

Masih Dibawah 5 Tahun 

Kuesioner Masyarakat 

Data kuesioner ini merupakan data yang diperoleh dari kelompok 

masyarakat umum maupun masyarakat khusus yang memiliki perhatian 

khusus terhadap anak dan Pandemi COVID-19. 

Diagram 1.1 

Usia Responden Kuesioner Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

Alasan kenapa penulis membagi dua kelompok usia pada kuesioner 

masyarakat umum (21 tahun (35 responden) dan 21 tahun (230 responden)) 

karena berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak dikatakatan bahwa yang masuk dalam klasifikasi anak ialah seseorang 

yang belum mencapai usia 21 tahun. Oleh sebab itu penulis juga ingin melihat 

gambaran secara objektif dari sudut pandang anak yang belum berusia 21 

tahun terkait perlindungan kesehatan yang ada pada dirinya sendiri dan 

bagaimana anak tersebut melindungi satu sama lain. 

3
5

2
3

0

<  2 1  T A H U N >  2 1  T A H U N

USIA RESPONDEN

Jumlah Responden



Perlindungan Kesehatan Anak Dari Bahaya Covid-19 Menurut Undang-Undang 

Kesejahteraan Anak 

967 

Kuesioner Orang Tua Yang Memiliki Anak Masih Dibawah 5 Tahun 

Data kuesioner ini merupakan data yang diperoleh dari kelompok orang 

tua yang memiliki anak masih dibawah 5 tahun. Alasan kenapa penulis 

mengambil kuesioner dari kelompok tersebut dikarenakan adanya 

pemberitaan dimedia massa yang mengatakan bahwa salah satu dampak dari 

Pandemi COVID-19 antara lain terhambatnya proses imunisasi wajib anak. 

 

Pertama penulis mengambil sampel pada usia anak dibawah ini: 

Diagram 1.7 

Usia Anak Responden Kuesioner Orang Tua Memiliki Anak Masih Dibawah 5 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari total 86 responden mayoritas memiliki anak di kelompok balita (1-

5 tahun) sebanyak 67 responden, diikuti dengan bayi (3-12 bulan) sebanyak 

12 responden dan baru lahir (0-3 bulan) 7 responden. 

 

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Upaya Kesejahteraan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, 

Masyarakat dan Negara Dalam Upaya Perlindungan Kesehatan 

Anak Dari Bahaya COVID-19 

Agar terwujudnya kesejahteraan anak di masa Pandemi COVID-19 maka 

diperlukan satu pemahaman yang khusus mengenai kesejahteraan anak itu 

sendiri. Menurut Pasal 1 Angka 1 Huruf B Undang-Undang No.4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak dikatakan bahwa: “Usaha kesejahteraan anak 

adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin 

terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok 

anak.” 

a. Upaya dari Orang Tua dan Keluarga 
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Berikut yang menjadi beberapa peran orang tua yang dapat 

membantu menjaga kesehatan anak : 

1) Menjadi contoh yang baik. Selain memberikan edukasi, cara 

terbaik untuk mengajarkan anak hidup sehat adalah dengan 

menjadi contoh. Memberikan pesan melalui perbuatan akan 

lebih berkesan bagi anak dari pada hanya sekedar perintah. 

2) Melakukan Imunisasi yang dimana merupakan hal yang sangat 

penting dan mendasar untuk menjaga kesehatan anak. 

Berdasarkan Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa : “Setiap anak berhak 

memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat 

dihindari melalui imunisasi.” 

Oleh karena itu orang tua perlu mengingat jadwal imunisasi anak 

dengan benar sesuai dengan rekomendasi dokter anak. 

3) Menerapkan PHBS. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat seperti halnya mencuci tangan dengan sabun dan air 

karena tangan rentan terkontaminasi oleh kuman. 

4) Mendukung anak untuk melakukan eksplorasi diluar ruangan, 

supaya anak dapat bersosialisasi dan mengenali lingkungannya. 

b. Upaya dari Masyarakat di Kecamatan Kramat Jati 

Mayoritas responden juga mengatakan bahwa Pandemi COVID-19 

memberikan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Masyaakat 

secara luas memiliki peranan yang sangat penting untuk memutus rantai 

penyebaran virus COVID-19 dikarenakan potensi penularan terbesar ada 

pada orang dewasa yang memiliki mobilitas tinggi diluar. Masyarakat 

dewasa juga merupakan perpanjangan tangan terhadap informasi-

informasi yang beredar seputar COVID-19, oleh karena itu masyarakat 

harus bijak dalam menyikapi dan memilah-milah berbagai macam 

informasi yang dapat mengacaukan publik. Sadar akan resiko dan bahaya 

penularan virus COVID-19 dan ketakutan yang berlebih terhadap 
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Pandemi COVID-19, berikut upaya-upaya untuk mencegah penularan 

virus COVID-19 pada anak yang penulis rangkum berdasarkan hasil 

perolehan data dari kuesioner masyarakat : 

1) Mentaati protokol kesehatan (menjaga jarak, mencuci tangan 

dan memakai masker) ketika diluar rumah 

2) Melakukan edukasi secara kolektif di platform sosial media baik 

untuk orang tua dan anaknya, maupun sesama masyarakat 

lainnya. 

3) Melakukan filter informasi sebelum menyebarkannya kembali 

agar bisa meminimalisir ketakutan dan miskomunikasi 

4) Memberikan himbauan atau teguran kepada orang tua yang 

membawa anaknya ketempat yang ramai 

5) Membantu anak tetap terhubung secara sosial melalui sarana 

virtual seperti video chat 

c. Upaya dari Pemerintah 

Ditengah meningkatnya kasus infeksi virus COVID-19 pada anak, 

pemerintah sendiri juga sudah memulai vaksinasi COVID-19 pada anak 

menyusul dengan adanya penggunaan darurat (EUA) dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu pada usia anak 12-17 tahun. 

Mengutip dari surat rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) 

tertanggal 28 Juni 2021, diterangkan bahwa hasil uji klinis fase 1 dan 2 

vaksin CoronaVac buatan Sinovac pada anak umur 3-17 tahun menjadi 

dasar pertimbangannya. KIPI pada kelompok usia 3-11 tahun terutama 

demam, sedangkan pada umur 12-17 tahun terutama nyeri dilokasi 

suntikan, tidak ada laporan demam.5 Pemerintah mulai juga melakukan 

vaksinaasi COVID-19 door to door kepada masyarakat. Vaksinasi ini 

dilaksanakan di 32 lokasi yang terbesar di 14 provinsi dan 15 

kabupaten/kota di Tanah Air. Tujuannya adalah untuk mencari mereka 

                                                           
5 Rina Ayu, “Alasan Anak Usia dibawah 12 Tahun Belum Bisa Menerima Vaksinasi COVID-

19.” (On-line), tersedia di: https://m.tribunnews.com/amp/corona/2021/07/05/alasan-anak-usia-di-

bawah-12-tahun-belum-bisa-menerima-vaksinasi-covid-19  (1 Agustus 2021). 

https://m.tribunnews.com/amp/corona/2021/07/05/alasan-anak-usia-di-bawah-12-tahun-belum-bisa-menerima-vaksinasi-covid-19
https://m.tribunnews.com/amp/corona/2021/07/05/alasan-anak-usia-di-bawah-12-tahun-belum-bisa-menerima-vaksinasi-covid-19
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yang punya keinginan untuk vaksin tapi terhambat dengan jarak dan 

birokrasi.6 

 

2. Kesesuaian Upaya-Upaya Kesejahteraan Anak Dalam Lingkup 

Perlindungan Kesehatan Anak Dengan Apa Yang Sudah 

Diamanatkan Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang 

Kesejahteraan Anak 

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui kuesioner yang telah 

dibagikan kepada orang tua yang memiliki anak masih dibawah 5 (lima) 

tahun di Kecamatan Kramat Jati, mayoritas orang tua sudah melaksanakan 

tanggung jawabnya untuk mengantarkan anaknya ke puskesmas atau fasilitas 

kesehatan untuk melakukan imunisasi pada anak. Namun, berbeda dengan 12 

responden dari total keseluruhan 88 responden mengatakan sebaliknya bahwa 

anak-anaknya belum menerima imunisasi wajib semenjak COVID-19 

“outbreak” di Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut maka masih terdapat 

orang tua yang belum melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh 

sebagaimana yang tertuang pada Pasal 9 No.4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. Diketahui juga faktor pengabaian hak anak untuk 

memperoleh imunisasi dikarenakan adanya kecenderungan orang tua yang 

khawatir apabila membawa anaknya keluar dapat menimbulkan potensi 

penularan virus COVID-19 pada anak dan juga kurangnya edukasi orang tua 

untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan terbaik untuk anak. 

Penulis juga melakukan wawancara dengan lembaga swadaya 

masyarakat yang independen aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan 

kepentingan terbaik untuk anak, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia 

(LPAI).  Pada Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Kesejahteraan Anak 

dikatakan bahwa Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingaan, bantuan 

dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh 

                                                           
6  Desca Lidya Natalia, “Pemerintah mulai lakukan vaksinasi COVID-19 “door to door”.” (On-

line), tersedia di: https://www.antaranews.com/berita/2266134/pemerintah-mulai-lakukan-

vaksinasi-covid-19-door-to-door  (1 Agustus 2021). 

https://www.antaranews.com/berita/2266134/pemerintah-mulai-lakukan-vaksinasi-covid-19-door-to-door
https://www.antaranews.com/berita/2266134/pemerintah-mulai-lakukan-vaksinasi-covid-19-door-to-door
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masyarakat. Sebagai bukti, pengakuan dari Kak Seto selaku ketua dari LPAI 

mengatakan bahwa LPAI terus melakukan kordinasi dan menjalankan arahan 

yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui KemenPPPA, 

KemenSos dan KemenDikBud. LPAI sendiri juga aktif melakukan kampanye 

melalui jalur sosial media yaitu dengan acara seminar online dan edukasi 

lainnya lewat akun sosial media LPAI. Maka dapat dikatakan upaya yang 

dilakukan oleh kelompok masyarakat cukup baik, meskipun belum bisa 

dikatakan sudah optimal.7 

Selama situasi Pandemi COVID-19 pelayanan imunisasi pada anak usia 

dini akan tetap berjalan sesuai rencana, itu artinya Pandemi COVID-19 tidak 

menjadi penghalang agar kewajiban anak untuk mendapatkan imunisasi 

menjadi tertunda. Dengan adanya pelaksanaan pelayanan kesehataan usia 

sekolah dan remaja dilakukan melalui pendekatan layanan ramah remaja atau 

dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan juga 

optimalisasi upaya perlindugan anak di masa pandemi COVID-19 melalui 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan 

langkah atau serangkaian usaha kesejahteraan anak dalam melindungi 

kesehatannya pada masa Pandemi COVID-19. Kebijakan terkait vaksinasi 

COVID-19 anak usia 12-17 tahun juga menjadi suatu upaya trobosan untuk 

menurunkan angka infeksi penularan COVID-19 pada anak. Namun 

pemerataan dalam tahap pelaksanaan sering kali hanya tersentralisasi di 

daerah besar. Sebagai suatu petunjuk dimana masyarakat Kecamatan Kramat 

Jati sendiri mayoritas tidak mengetahui tentang upaya/ program tersebut. 

 

E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap tumbuh 

kembang anak pada sektor kesehatan. Hal tersebut tidak terjadi semata-mata 

karena faktor fisiologis anak yang rentan terpapar virus dan psikologis anak 

                                                           
7 Seto Mulyadi, Loc.Cit. 
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yang masih dalam proses pekembangan mental dan perilaku, melainkan 

kurangnya peran dan fungsi pemerintah sekaligus masyarakat yang tidak 

berjalan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya atau usaha 

kesejahteraan anak yang baik dilakukan oleh orang tua,  

Berdasarkan pemasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan upaya atau usaha-usaha kesejahteraan anak dalam lingkup 

kesehatan semasa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta 

Timur yang sudah dilakukan oleh orang tua antara lain yaitu memperhatikan 

pola asupan nutrisi anak, menerapkan protokol kesehatan dan mengajarkan 

anak Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), mengajarkan anak tindakan 

pencegahan sehari-hari, seperti mencuci tangan, memakai masker, menutup 

mulut ketika batuk dan bersin sekaligus menghindari kontak fisik atau dekat 

serta memberikan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan anak.  

Dari kelompok masyarakat upaya yang telah dilakukan yaitu dengan 

mematuhi rambu-rambu 3M dan 3T, edukasi secara kolektif melalui platform 

sosial media untuk orang tua dan anak, maupun sesama masyarakat dan 

melakukan filter informasi sebelum menyebarkannya kembali guna 

meminimalisir ketakutan dan miskomunikasi. Sedangkan langkah-langkah 

atau upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu pemenuhan program 

imunisasi tetap berjalan selama Pandemi COVID-19, melaksanakan KBM 

dirumah untuk meminimalisir penularan, optimalisasi Program Pelayanan 

Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Kemenkes dan Program Perlindungan 

Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) KemenPPPA. 

Dengan begitu kesesuaian upaya-upaya kesejahteraan anak dalam 

perlindungan kesehatan anak dengan apa yang sudah diamanatkan dalam 

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraaan Anak baik yang 

dilakukan oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah masih dikatakan jauh 

dari kata optimal. Orang tua masih abai secara pengetahuan terhadap 

pemenuhan kebutuhan kesehatan terbaik untuk anak secara khusus pada 

kelompok usia anak bayi sampai anak-anak (0-10 tahun). Oleh sebab itu 

orang tua disini belum dapat melaksanakan sesuai apa yang sudah 
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diamanatkan pada Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak.  

Begitu juga dengan masyarakat secara luas masih abai pada protokol 

kesehatan. Masyarakat dewasa memiliki peranan yang sangat penting dalam 

posisi memutus rantai penyebaran virus COVID-19, itu dikarenakan potensi 

penularan terbesar ada pada orang dewasa yang memiliki mobilitas tinggi 

diluar. Masyarakat juga yang terpecah menjadi beberapa bagian kelompok 

dalam menyikapi persoalan COVID-19 memberikan contoh yang buruk 

terhadap anak. Padahal usaha kesejahteraan anak didalamnya juga ada peran 

serta masyarakat sebagaimana tertuang pada Pasal 11 Undang-Undang No.4 

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  

Terakhir pada koordinasi pemerintah yang tidak sampai pada lapisan 

masyarakat. Hal demikian terbukti dengan mayoritas responden yang tidak 

mengetahui kinerja pemerintah secara khusus pada kesehatan anak semasa 

Pandemi COVID-19. Pada Pasal 11 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 

tentaang Kesejahteraan Anak terlihat bahwa pemerintah memegang fungsi 

pelaksana dan kontrol. Namun dengan fakta lapangan yang dimana 

pemerintah sering kali tidak seirama dengan elemen yang lain maka Pasal 11 

tersebut belum lah terlaksana secara baik. 

2. Saran 

Pandemi COVID-19 telah terbukti memberikan dampak yang buruk 

terhadap tumbuh kembang anak secara kesehatan baik secara jangka pendek 

maupun jangka panjang. Anak merupakan generasi muda sebagai sumber 

daya manusia penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam pembangunan 

nasional. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan 

meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila 

dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian 

bangsa. Hak anak sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 tetap sama dan 

tidak bisa diubah, bahwa mereka berhak menerima pelayanan kesehatan sejak 

mereka lahir sampai mereka beranjak dewasa. Untuk itu pemerintah dan juga 

masyarakat harus terus melakukan kerjasama yang baik untuk mewujudkan 
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cita-cita bangsa yang dalam hal ini ialah melindungi kesehatan anak dari 

bahaya Pandemi COVID-19. 
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